




















Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

tata kelola kepemerintahan yang baik, maka

diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan pada

baik pada seluruh unit organisasi di lingkungan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;

2. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas umum kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, agar

lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka

dipandang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;

3. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerapan

Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu secara

berkala dilakukan Reviu terhadap Standar Operasional

Prosedur (SOP) bidang Kepaniteraan dan

Kesekretariatan;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam poin diatas, perlu menetapkan

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pangkalpinang Tentang Pembentukan Tim Monitoring

dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur ;

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR 367/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/IX/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2000 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

KKN ;

3. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik ;

4. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 Tanggal 1 April 1994

Tentang Pemberlakuan Buku 1 dan Buku II Tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan ;

5. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 2-114/KMA/SK/VIII/2024

Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan ;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembuatan Standar

Operasional Prosedur (SOP) ;

7. Peraturan Meneteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentng Pedoman Penyusun Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintah ;

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tanggal 24 Mei 2012

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

dibawahnya ;

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN

TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Pangkalpinang Nomor : 180d/KPTUN.W5-

TUN5/OT1.2/I/2024 Tentang Pembentukan Tim Reviu

Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Pangkalpinang ;

KEDUA : Menunjuk Pejabat /Pegawai yang Namanya tercantum

dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu

SOP tahun 2024

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada 1 September 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA PANGKALPINANG,

RONI ERRY SAPUTRO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



No. NAMA / NIP JABATAN
Dinas

JADWAL
Dalam Tim

1 RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.
NIP.19770628 201112 1 003 Ketua

Pembina/
Penanggung

Jawab

2 RYAN SURYA PRADHANA, S.H.,M.H.
NIP.19940213 201712 1 002 Hakim Ketua Tim

3 FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.
NIP.19920211 201712 1 003 Hakim Anggota

4 SURYADI, S.H.
NIP.19771127 199903 1 003 Panitera Anggota

5
DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E.,
M.M.
NIP.19811229 200604 2 015

Sekretaris Anggota

4 ZULHAM IDRUS, S.Kom, S.H., M.H.
NIP.19830912 201101 1 008

Panitera
Muda Hukum Anggota

5 MUHAMMAD AGUS, S.E, M.Si
NIP.19850207 200604 1 001

Kasubbag
Umum dan
Keuangan

Anggota

KETUA,

RONI ERRY SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR 367/KPTUN.W5-TUN5/ KP3.4.3/ IX/ 2024
TANGGAL 1 September 2024

TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah,

Kepulauan Bangka Belitung 33684
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513

Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id |
Email: info@ptun-pangkalpinang.go.id

NOMOR SOP SOP/014/PTIP/2024

TGL. PEMBUATAN : 5 September 2024

TGL. REVISI : 5 September 2024

TGL. EFEKTIF : 5 September 2024

DISAHKAN OLEH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang

Roni Erry Saputro, S.H., M.H

NAMASOP SOPPENGUKURAN KINERJADAN
PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang dirubah
dengan Undang-Undang 5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung RI;

2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum

3. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014
tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementrian I Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002
Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar
Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung
dan Peradilan yang berada di bawahnya;

1. S1

2. Menguasai Manajemen Peradilan
3. Menguasai Administrasi Persidangan dan Perkara
4. Menguasai Administrasi Kesekretariatan

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN:

Seluruh SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan
1. Komputer dan perlengkapan yang mendukung
2. Formulir Pengaduan dan Informasi
3. Koneksi Jaringan Internet

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengumpulan
dan perbaikan data kinerja untuk LKjiP akan
terhambat

1. Laporan Perkara Bulanan dan Tahunan
2. Kertas Kerja Monitoring Perjanjian Kinerja

http://www.ptun-pangkalpinang.go.id/
mailto:info@ptun-pangkalpinang.go.id


No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Ketua Panitera Sekretaris Kasubbag. PTIP Panmud Hukum Kelengkapan Waktu Output

1, Mempersiapkan kertas kerja
monitoring perjanjian kinerja /
kertas kerja monitoring
sasaran mutu

Kertas kerja
Monitoring

10 Menit Kertass kerja
monitoring

2. Mempersiapkan laporan
perkara bulanan, statistik
perkara SIPP

Laporan bulanan,
SIPP, buku kontrol
pengiriman dan
Direktori Putusan

MARI

60 Menit Sumber data
laporan kinerja

3. Menuangkan data kinerja
bulanan ke dalam kertas kerja
monitoring

Kertas kerja
monitoring dan

sumber data laporan
kinerja

15 Menit Terisinya kertas
kerja monitoring

4. Menginput data kinerja pada
kertas kerja monitoring ke
dalam Laporan Realisasi
Bulanan Kinerja melalui
Aplikasi Komdanas, mencetak
dan menyerahkan kepada
Sekretaris

Data
Tidak
Valid

Data
Tidak
Valid

Kertas kerja
monitoring realisasi
kinerja bulanan

15 Menit Upload data
kinerja bulanan
pada Komdanas

5. Memeriksakan kertas kerja
monitoring dan laporan
realisasi kinerja bulanan, jika
data sudah valid maka
diteruskan kepada Panitera

Data
Valid

Kertas kerja
monitoring realisasi
kinerja bulanan dan
laporan bulanan
kinerja Komdanas

10 Menit Kertas kerja
monitoring

realisasi kinerja
bulanan dan

laporan buianan
kinerja Komdanas

6. Memeriksakan kertas kerja
monitoring dan laporan
realisasi kinerja bulanan, jika
data sudah valid maka
dilaporkan kepada Ketua

Kertas kerja
monitoring realisasi
kinerja bulanan dan
laporan bulanan
kinerja Komdanas

10 Menit Kertas kerja
monitoring

realisasi kinerja
bulanan dan

laporan bulanan
kinerja Komdanas

Data
7. Menerima laporan realisasi

kinerja
Valid Laporan bulanan

kinerja Komdanas
15 Menit Laporan bulanan

kinerja Komdanas



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jl. Pulau Bangka Kelurahan Padang Baru Kecamatan Padang Baru

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tlp/Faks : (0717) 9111513

Website : ptun-pangkalpinang.go.id; Email : info@ptun-pangkalpinang.go.id

No. Dokumen

Revisi Ke 1

Tgl Berlaku 1 Februari 2023

Halaman -

Disahkan Oleh Ketua PTUN
Pangkalpinang

DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI

I. Halaman Muka (COVER)

II. Daftar SOP (Standar Operasional Prosedur) Panitera Pengganti

1. Pengelolaan Administrasi Berkas Perkara

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan/Persidangan

3. Minutasi Berkas Perkara

mailto:info@ptun-pangkalpinang.go.id













